BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR /& TAHUN 2012

TENTANG

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN

Menimbang

Mengingat

KEHUTANAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13

ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006
tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan, perlu dibentuk Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Tasikmalaya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokck Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
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. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741};

. Peraturan Pemerintalhi Nomor 43 Tahun 2009

tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2007 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah;
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah
Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas
Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG BADAN

PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,
DAN KEHUTANAN KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintahi Kabupaten Tasikmalaya.
Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

Dinas adalah :

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;

b. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;

c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya.

. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit

Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan di tingkat Kecamatan.

. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya

disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama
serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,
teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya
untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan,
dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
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BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI. SUSUNAN ORGANISASI,
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten
Tasikmalaya;

(2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh Kepala Badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di
Kabupaten Tasikmalaya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis penyuluhan;

b. pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan penyuluhan
meliputi pengembangan materi dan metodologi penyuluhan serta
pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan
penyuluhan;

¢. Satuan Administrasi Pangkal (satmingkal) penyuluh Pegawai Negeri

Sipil;

pelaksana pembinaan unit pelaksana penyuluhan di bawahnya;

e. pelaksana urusan tata usaha.

e
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Bagian Keempat
Pasal ©6

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Penyuluhan Pertanian;

Bidang Penyuluhan Perikanan;

Bidang Penyuluhan Kehutanan;

Kelompok Jabatan Fungsional,;

g. UPT.

-0 o0

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Kepegawaian dan Eselon

Pasal 7

a. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya merupakan jabatan struktural
eselon IL.b.

b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIl.a.

Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.

Kepala Sub Bagian merupakan Eselon iV.a

B o

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Dinas yang
menangani urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan dan
kehutanan.

(2) Hubungan kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya dengan Dinas bersifat
koordinatif fungsional.

(3) Hubungan kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya dengan UPT bersifat
pembinaan dan pengawasan meliputi kelembagaan, ketenagaan,
penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan.
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BAB V
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Jenis dan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf f Peraturan Bupati ini, ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang - undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten
Tasikmalaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daecrah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, Anggaraan Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan terbentuknya Peraturan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya
berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 ¢ novembher 2012

/; BUPATI TASIKMALAYA/

; UU RUZHANUL ULUM 1

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal  2inovember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

fog

E—A{M KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMATLAYA TAHUN 2012 NOMOR
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LLAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR

TANGGAL :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN TASIKMALAYA
KEPALA
SEKRETARIAT
1
[ 1
SUBBAG SUBBAG
PROGRAM DAN UMUM DAN
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
1 T ]
KELOMPOK
BIDANG BIDANG BIDANG
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUHAN PERTANIAN PENYULUHAN PERIKANAN PENYULUHAN KEHUTANAN
UPT

£BUPATI TASIKMALAYA,
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